
BAB VIII 

TEMUAN, IMPLIKASI DAN PROPOSISI 

 

8.1. Temuan Penelitian 

Sebagaimana tujuan yang ingin dilakukan dalam penelitian 

ini, adalah menemukan jawaban dari tiga pertanyaan, yang terdapat 

dalam bab pendahuluan tersebut, yaitu; bagaimana pelaksanan 

implementasi kebijakan pariwisata, berdasarkan Perda RIPKD, dan 

Perda PK, yang telah dilaksanakan.  

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata, 

terdapat pada tiga tema utama, yaitu;  

Pertama; Komunikasi proses implementasi kebijakan, 

meliputi; rumusan implementasi kebijakan, baik berupa; visi, misi, 

RPJMD, Perda No. 05/2014, yang berisi tentang Rencana Induk 

Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPKD), dan Perda No. 05 

Tahun 2015, adalah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (PK), 

dan Renstra Disparbudpora.  

Kedua, Lembaga pelaksana implementasi kebijakan, 

meliput; struktur birokrasi, sumber daya yang dimiliki, dan 

kelembagaan mitra pemerintah dalam pengembangan pariwisata.  

Ketiga, kepemimpinan dalam pelaksanaan kebijakan, yang 

meliputi; keefektifan kepemimpinan, dan komitmen. 

Landasan teori terhadap uji analisis implementasi kebijakan 

pengembangan pariwisata di kabupaten Tanah Laut, menggunakan 

Model Edward, yang meliputi; 4 (empat) indikator utama, yaitu; 

komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan struktur birokrasi, 

yang sandingkan dengan tiga komponen pelaksanaan 

implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Tanah 

Laut.  

Berdasarkan hasil analisis factor-faktor yang 

mempengaruhi, maka temuan penelitian yang dihasilkan adalah; 

adanya selisih hasil antara temuan kajian berdasarkan pada tiga 

komponen, yang dirincikan menjadi 6 tema, dengan 4 (empat) 

instrument uji analisis model Edward, maka hal ini menjadikan 



implementasi pada teori yang digunakan belum optimal 

membuahkan hasil pada pelaksanaan implementasi kebijakan 

pengembangan pariwisata di Tanah Laut.  

Ketidak efektifan pelaksanaan implementasi kebijakan ini 

ditandai dengan; 

11. Seluruh rumusan implementasi kebijakan belum 

terkomunikasikan dengan baik, sehingga mengakibatkan belum 

berhasil secara optimal.  

12. Lembaga pelaksana kebijakan, pertama struktur birokrasi 

menunjukkan ada keberhasilan karena terpenuhinya tiga 

indikator, yaitu kesesuaian struktur, kesesuaian nilai, dan 

kesesuaian hubungan lembaga. Kedua, sumber daya, yang 

meliputi, kecukupan jumlah staf dengan luas area dan beban 

kerja terlalu besar, jumlah anggaran, sarana prasarana 

pendukung, kompetensi SDM masih rendah, anggaran untuk 

disparbudpora masih sangat minim, karena penggabungan tiga 

bidang, yaitu membawahi tiga bidang selain pariwisata, 

kebudayaan, pemuda dan olahraga. Infrastruktur jalan akses ke 

objek wisata yang dikelola pemerintah masih banyak yang 

rusak, begitu juga dengan sarana prasarana. Ketiga, 

kelembagaan mitra pemerintah seperti; BPPD, Dewan Kesenian 

Daerah, PHRI masih belum berjalan dengan baik. Secara 

keseluruh di dalam sumber daya belum optimal terpenuhi. 

13. Kepemimpinan dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu berkenaan 

kepemimpinan actor tertinggi, bupati sebagai pelaksana 

kebijakan belum memiliki komitmen yang tinggi, Sedangkan 

kepemimpinan pada level birokrasi,  yaitu kadisparbudpora  

pada level kepemimpinan kepala dinas pariwisata, cukup 

berhasil, karena telah mengupayakan berbagai peningkatan 

pariwisata. Namun efektifitas kepemimpinan terhadap 

kebijakan yang dilaksanakan belum optimal. 

14. Faktor pendukung lebih sedikit dari factor hambatan, yaitu : 

1. Jumlah Faktor Pendukung   

a)  Tersedia dua buah perda, tentang pengembangan 

pariwisata, yang sesuai dengan kebutuhan daerah.  



b)  Ada visi misi bupati, RPJMD dan renstra 

Disparbudpora yang mendukung. 

1. Struktur birokrasi pada Dinas Pariwisata, sudah 

berubah menjadi menjadi Dinas Pariwisata, bukan 

disparbudpora yang membawahi tiga bidang, yaitu; 

Pariwisata, Kebudayaan,  Olah Raga dan Pemuda, 

yang telah mempunyai tugas dan fungsi secara 

konstitusional, tupoksi yang secara hirarki merupakan 

breakdown dari visi dan misi bupati. 

2. Tanah Laut terletak pada geografi yang strategis, 

adanya kawasan industri, pelabuhan dan toll laut.  

3. Mempunyai kekayaan alam, wisata alam, budaya dan 

ekowisata, tanah laut di huni oleh  

4. Masyarakat multi etnis dan multi kultural sehingga 

lebih terbuka terhadap wisatawan. 

 

2. Jumlah Faktor Penghambat, yaitu  

a) Sumber daya sebagai power penggerak yang sering 

disebut; man, money, machine, method, secara jumlah 

masih kurang,  

b) Kemampuan staf pelaksana maupun staf pramubakti 

masih sangat kurang.  

c) Anggaran untuk disparbudpora masih sangat minim, 

terlebih membawahi tiga bidang selain pariwisata, 

kebudayaan, pemuda dan olahraga.  

d) Infrastruktur jalan akses ke objek wisata yang dikelola 

pemerintah masih banyak yang rusak, dengan sarana 

prasarana, masih banyak yang belum lengkap. 

e) Kelembagaan mitra pemerintah dalam pelaksana 

kebijakan yang ada di tanah laut, seperti BPPD, Dewan 

Kesenian Daerah, PHRI masih belum banyak berjalan 

dengan baik.  

f) Kepemimpinan dalam pelaksanaan implementasi, 

bupati sebagai pelaksana kebijakan belum memiliki 



komitmen yang tinggi, dan efektifitas kepemimpinan 

terhadap kebijakan yang dilaksanakan belum optimal. 

g) Ego sectoral yang masih melekat, pada kepemimpinan 

dalam pelaksana kebijakan, baik pada kemimpinan 

kepad daerah, maupun di level birokrasi setingkat 

kepala dinas/badan dan kantor (pimpinan SKPD). 

h) Pelaksanaan kebijakan terlihat, masalah persoalan 

lahan kepemilikan, menjadi persoalan klasik dalam 

pariwisata di tanah laut, yang belum terselesaikan.  

i) Partisipasi masyarakat masih rendah, terutama 

menyangkut kebersihan, taat aturan dalam berjualan 

dan memberikan informasi kepada wisatawan yang 

datang.  

j) Adanya provokator di beberapa lokasi objek wisata, 

yang masih belum bisa untuk diberikan solusi oleh para 

pelaksana dan kelembagaan pelaksana pariwisata.  

k) Komunikasi antara aktor kepemimpinan dengan 

implementor, dan implementor dengan penerima 

kebijakan masih belum optimal, dari Bupati ke Kepala 

dinas, kadisparbud ke bidang dan unit pelaksana teknis 

(UPT), dan sampai ke masyarakat atau penerima 

manfaat. sehingga masyarakat sebagai penerima 

kebijakan tidak mendapatkan informasi  dengan jelas 

terhadap program implementasi, pengakuisisi 

kepemilikan lahan pariwisata yang masih terjadi, 

pengelolaan pantai untuk dijadikan sebagai destinasi 

wisata tidak terurusi oleh pemerintah.  

Dengan demikian pelaksanaan implementasi kebijakan 

pengembangan pariwisata Kabupaten Tanah Laut masih belum 

optimal atau gagal secara teori. Menurut, Wess bahwa hanya ada 

dua tipe kegagalan kebijakan yang diketahui, yaitu: (1) kegagalan 

program, adalah ketika kebijakan gagal untuk diimplementasikan 

seperti yang didesain sebelumnya, dan (2) kegagalan teori, adalah 

ketika kebijakan telah diimplementasikan sesuai dengan desain 

tetapi tidak diberikan hasil seperti yang diharapkan.  



Temuan terhadap pelaksanaan implementasi kebiajakan 

pengembangan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah, yaitu 

tetap mempertahankan melalui landasan teori (applicative theory) 

kebijakan publik (public policy) model Edward, yang didukung 

dengan teori model kolaborasi, yaitu model collobarative yang 

dibuat oleh Wanna. Model ini merupakan inovasi penulis untuk   

memastikan suatu keberhasilan dan keluar sebagai pemenang 

pengimplementasikan kebijakan pengembangan pariwisata yang 

sesuai kebutuhan pasar, keterlibatan stakeholder. Keefektifan 

pelaksanaan implementasi kebijakan, harus dilakukan melalui 

model kolaboratif, dengan teknis pelaksanaan menggunakan 

manajemen strategis, agar selalu berorientasi pada masa depan.  

Dalam pelaksanaannya melalui analisis lingkungan yang 

tepat, penetapan visi misi, program, pelaksanaan serta 

pengendalian, yang bisa diukur kemajuannya. Inovasi kolaboratif 

kedua model ini adalah konsepsi gagasan model yang berperan 

secara optimal dan sinergis antara pemerintah dan masyarakat 

sehingga pelaksanaannya memberi manfaat bagi masyarakat dan 

berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat., serta perlunya 

memberdayakan berbagai pelaku dari dimensi publik, swasta dan 

atau masyarakaat untuk menyelesaikan pembangunan. (Emerson, 

Nabatchi and Balogh, Melalui kolaborasi pemerintah dengan pihak 

swasta dan masyarakat diharapkan pembangunan aset publik dapat 

dikembangkan lebih cepat, terdapat manajemen pemanfaatan dan 

pemeliharaan yang lebih baik, Dengan pengembangan melalui 

model kolaboratif maka efektifitas dan hasil optimal akan tercapai, 

sehingga bisa melaksanakan pembangunan yang 

berkesinambungan, menjadikan rakyat sejahtera melalui 

pemerataan dan berkeadilan 

 

8.2 Implikasi Teoretis dan Praktis 

8.2.1 Implikasi Teoretis 

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan kebijakan adalah 

prinsipnya melakukan intervensi, implementasi kebijakan adalah 

tindakan (action) intervensi itu sendiri. Mengintervensi pada batas-



batas yang diintervensi, melalui perencanaan struktur dan 

manejemen intervensi. Karena itu dalam memahami implementasi 

kebijakan sebagai seluruh proses dari kebijakan publik, Kebijakan 

publik secara sederhana hanya terbagi pada 3 (tiga) dimensi pokok, 

yaitu dimensi perumusan, implementasi dan pengedalian  

kebijakan,  yang termasuk pada kerangka organizing-leading-

controling, Ketika kebijakan sudah dilaksanakan maka 

melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan 

pengendalian pelaksanaan tersebut, sementara melaksanakan 

sebuah implementasi kebijakan, yang berarti hanya ada tiga 

komponen yang menjadi indikator kunci, yaitu proses pelaksanaan 

kebijakan, struktur birokraasi pelaksana dalam pelaksanaan 

kebijakaan dan kepemimpinan dalam pelaksanaan kebijakan.    

Pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan 

kepariwisataan kabupaten belum optimal, hal ini didasarkan melalui 

landasan teori Edward, analisis model Edward menjadi alat 

pengukur terhadap indikator temuan pada empat tema, 

menunjukkan belum semuanya memberikan dukungan terhadap 

indicator keberhasilan. Indikator pada model Edward berisi 

komponen, yaitu; komunikasi, struktur birokrasi, disposisi dan 

kelembagaan. Sementara indicator kunci pada pelaksanaan 

implementasi kebijakan yang berasal dari tiga komponen telah 

dirincikan menjadi enam indicator, yaitu proses implementasi 

berisi; komunikasi, Lembaga pelaksanan implementasi dirinci 

meliputi; struktur birokrasi, sumber daya, dan kelembagaan, ketiga; 

kepemimpinan dalam pelaksanaan, dirinci meliputi; efektivitas 

kepemimpinan, dan komitmen. 

Dengan adanya selisih hasil antara temuan kajian 

berdasarkan pada tiga komponen, yang dirincikan menjadi 6 tema, 

dengan 4 (empat) instrument analisis model Edward, maka hal ini 

menjadikan implementasi pada teori yang digunakan belum optimal 

membuahkan hasil pada pelaksanaan implementasi kebijakan 

pengembangan pariwisata di Tanah Laut. 

Sebagaimana diketahui bahwa; komponen kepemimpinan 

dalam pelaksanaan kebijakan adalah bagian tidak bisa dihilangkan 



dalam suatu pelaksanaan implementasi kebijakan. Hal ini 

sebagaimana yang telah dinyatakan Malcolm L. Goggin (1990), 

memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor 

pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan 

implementasi kebijakan.  

Dengan demikian kritik terhadap model Edward, yang 

menjadi analisis pada pelaksanaan kebijakan publik, yang penulis 

pergunakan dalam pengembangan pariwisata di Tanah Laut, masih 

belum optimal, hal ini adalah ketiadaan memberikan ruang  

kepemimpinan yang lebih jelas, disamping karena belum 

lengkapnya komponen kepemimpinan dan  pengendalian yang 

menjadi instrument pada keberhasilan implementasi, apabila 

komponen kepemimpinan dan  pengendalian dijadikan sebagai 

salah satu pilar yang sangat berpengaruh tentu akan maksimal dapat 

dicapai..  

Oleh karena itu implikasi teoritis yang dihasilkan adalah, 

suatu implementasi kebijakan model Edward, yang diperkuat pada 

empat komponen, meliputi; komunikasi, struktur birokrasi, 

sumberdaya,  dan kelembagaan, dapat dikalobarasikan dengan 

model Collaborative wanna, dengan empat elemen pokok, yaitu 

sharevision, partisipasi, jejaring dan kolaboratif, yang 

diaplikasikan melalui  rancang bangun yang sejalan teori 

manajemen strategi, maka menjadi suatu inovasi model kolaboratif 

partisipatif yang tepat dan kuat, untuk keberhasilan dalam 

pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.  

Dengan demikian  dalam implementasi kebijakan 

pengembangan pariwisata, tidak dapat hanya mengandalkan pada 4 

(empat) indikator utama sebagaimana, yang dikemukakan Edward, 

yaitu komunikasi, birokrasi, disposisi dan kelembagaan. Tetapi 

peran kepemimpinan dan pengendalian harus menjadi bagian dari 

komponen yang diperlukan. Serta pendekatan model kolaboratif, 

model Edward dan Model Collaborative Wanna untuk memberikan 

solusi terhadap pengembangan pariwisata, karena implementasi 

kebijakan adalah sebagai sebuah strategi, maka strategi 

melaksanakan aplikasi teori tersebut adalah manajemen strategi itu 



sendiri yang paling sesuai dan sejalan untuk melaksanakan 

kebijakan pengembangan pariwisata di Tanah Laut.  Untuk itu 

model Edward yang telah dilaksanakan pada implemenasi 

kebijakan di Tanah Laut, perlu inovasi dengan memasukkan 

komponen kepemimpinan dan pengendalian. Sebagaimana temuan 

yang didapatkan dilapangan dan melalui uji analisis Model Edward, 

bahwa belum bisa efektif dan optimal keberhasilannya bila suatu 

implementasi kebijakan, apabila komponen pokok kepemimpinan 

dan pengendalian tidak dilakukan serta mengkolaborasikan dengan  

model collaborative (Wanna, 2008).  

Teori Wanna, yang memperjelas tentang pentingnya 

Collobarotive sebagai kajian baru dari New Publik Administration, 

dengan menginduk pada Administrasi Publik, sudah barang tentu 

dapat diaplikasikan bersama melalui kolaborasi pada applicative 

theory Edward dan Wanna. (Wanna, 2008), menyatakan bahwa 

dalam collaborative governance, ada 4 (empat) yang harus 

dilaksanakan kolaborative, yaitu,  

Pertama ,adalah; share vision, atau membangun visi 

bersama. Setiap organisasi atau kelompok masyarakat yang 

mempunyai kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu 

pasti dilandasi adanya visi yang jelas dan menantang di masa 

depan. Demikian juga dalam mengelola suatu urusan yang 

melibatkan berbagai stakeholder pasti akan terjalin dengan erat 

apabila dilandasi oleh adanya suatu visi bersama. Shared vision 

dapat menggerakkan orang sebagai pribadi atau bagian dari massa 

untuk mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari kelompok. 

Dalam kontek organisasi, jika situasi shared vision sudah tercapai, 

tanpa perlu permintaan dari pimpinan anggota organisasi akan 

bersedia melakukan upaya-upaya untuk menggapai visi (Susanto, 

2010:27).  

Kedua, adalah; partisipasi atau keterlibatan stakeholder 

dalam pengelolaan pariwisata memerlukan adanya struktur yang 

jelas. Partisipasi aktif merupakan syarat mutlak agar proses 

governance dapat berlangsung. Setelah terbangun visi bersama 



diantara stakeholder maka setiap komponen akan melakukan 

partisipasi sucara sukarela tanpa diperintah 

Ketiga, adalah; membangun jejaring, yaitu terjadi relasi 

yang baik maka perlu adanya jejaring yang kuat. Jejaring telah 

diakui secara luas baik oleh akademisi dan praktisi sebagai bentuk 

penting dari pemerintahan multi-organisasi. Keuntungan dari 

jejaring melibatkan koordinasi di sektor publik, swasta dan 

masyarakat cukup besar, termasuk peningkatan pembelajaran, lebih 

efisien penggunaan sumber daya, meningkatkan kapasitas untuk 

merencanakan dan menangani masalah yang kompleks, lebih besar 

daya saing, dan pelayanan yang lebih baik bagi klien dan pelanggan 

(Provan, 2007) 

Keempat, adalah fase yang paling tinggi dari kolaboratif 

adalah terjalinnya kemitraan antara stakeholder yang terlibat dalam 

urusan pariwisata. Konsep kolaborasi yang menunjukkan adanya 

skala dan tingkat intensitas maka sebagai kelanjutan dari partisipasi 

akan memunculkan kemitraan, dan menurut (Arnstein, 1969) 

kemitraan merupakan tingkatan yang paling tinggi dari partisipasi. 

Karena itu melalui model kolaboratif dengan partisipatif, 

keterlibatan faktor masyarakat dan swasta yang lebih banyak, 

adalah langkah yang paling tepat. Dalam praktiknya kolaboratif, 

sebuah pendekatan yang lebih memberikan ruang partisipatif dan 

kepemimpinan yang luas terhadap kepemimpinan kolektif. 

Meskipun peran aktor sebagai pemimpinan tertinggi tetap menjadi 

tokoh sentral dalam melaksanakan, dan melakukan pengendalian 

agar kebijakan pengembangan dapat terukur. Dengan demikian 

implikasi secara teoritis, temuan teori ini, yang  peneliti dapatkan 

ini adalah sebagai teori aplikasi, yang dibangun dari applicative 

theory Model Edward, yang berada dibawah daripada midlle dan 

grand theory, yang ada pada publik administrasi. Karena itu, teori 

yang dibangun melalui kolaborasi model Edward dan Collaborative 

Governance, dapat diaplikasikan pada riset-riset  kebijakan publik 

yang lainnya, sebagaimana yang dinyatakan (Bungin, 2007), bahwa 

pada penelitian kebijakan publik, cukup dilakukan melalui analisis 

teori aplikasi penelitian kebijakan. 



Salah satu tema pokok dalam praktek kolaborasi menurut 

(David & Ted Gaibler, Osborne, 2002) Osborne, Stephen. P, 2010) 

adalah leadership (kepemimpinan). (Emerson, Kirk, Nabatchi, Tina 

& Balogh, Stephen, 2011), menambahkan bahwa kepemimpinan 

merupakan bagian dari kapasitas aksi bersama dalam praktek 

collaborative governance. Aspek kepemimpinan menjadi salah satu 

nilai dasar beranjak dari pemahaman bahwa inti manajemen dan 

tata kelola adalah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam kolaborasi 

lebih berbentuk jaringan daripada hierarki. Artinya, setiap pihak 

berada pada posisi yang sama. Hubungan pihak yang terlibat lebih 

pada fungsi koordinasi daripada komando. Berbeda dengan pola 

hierarki yang biasanya lebih mengedepankan komando. Posisi aktor 

sama secara struktural. Tidak ada yang berada diatas ataupun 

dibawah. Garis koordinasinya tidak vertikal. Masing-masing 

memiliki tugas yang berbeda tetapi berada pada posisi yang sama. 

Tugas dan tanggungjawab dilakukan secara berkala.  

Pemahaman kepemimpinan dalam kolaborasi diarahkan 

pada kepemimpinan kolektif. Semua aktor, kelompok atau 

organisasi yang terlibat berstatus pemimpin tanpa terkecuali. Istilah 

kepemimpinan kolektif senada dengan istilah distribusi 

kepemimpinan seperti yang dikemukakan oleh (Martin, 2008). 

Meskipun diarahkan pada model kolektif, kehadiran koordinator 

tetap dianjurkan untuk memudahkan pengarahan. Setidaknya 

menjadi pusat dari tahapan kebijakan publik untuk mengetahui 

kemajuan, hasil dan dampak. Saling berkoordinasi merupakan poin 

yang sangat penting. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 

kebersamaan mendapat prioritas yang tertinggi. Oleh karena itu, 

saling koordinasi tidak bisa dihindari. Itulah alasannya sehingga 

kepemimpinan kolektif berbasis jaringan menjadi salah satu nilai 

dasar. Kepemimpinan kolektif bentuk dari distribusi kekuatan 

diantara para pemangku kepentingan menurut (Johnston,  2010). 

Kepemimpinan kolektif sebagai nilai dasar kolaborasi tetap 

berlangsung dari tahap formulasi sampai evaluasi kebijakan publik 

(Jung, 2009).   



Secara garis besar ada 4 (empat) tahapan yang harus 

dilaksanakan dalam pengimplementasian, yaitu implementasi 

strategi, pengorganisasian, penggerakan dan kepemimpinan, serta 

pengendalian. Dalam berbagai referensi yang ada (Ansell, C. dan 

Gash, A., 2007) hanya diarahkan dan ditekankan pada pengambilan 

keputusan dalam sebuah bentuk forum. Isu-isu yang ada dipahami 

cenderung hanya berproses pada saat formulasi. Namun dalam 

penelitian ini, poin utama yang ditemukan bahwa isu-isu 

collaborative governance tidak hanya dinamis pada pengambilan 

keputusan tetapi juga pada aksi di lapangan. Isu-isu terus berproses 

selama berlangsungnya collaborative governance dan selalu 

melekat pada pihak yang berkolaborasi. Dinamika setiap isu sangat 

beragam karena dipengaruhi oleh aktivitas organisasi atau individu 

yang terlibat.  Ini terjadi bila hal yang dilakukan bukan sekedar 

pengambilan kebijakan tetapi juga pelaksanaan program. Semakin 

banyak pihak yang terlibat, semakin dinamis isu-isu  collaborative 

governance. Terlebih ketika pihak yang terlibat berasal dari latar 

organisasi yang berbeda-beda. Kepentingan yang beragam dari 

setiap kolaborator dapat melahirkan strategi yang bervariasi dalam 

program. Adanya pembagian tugas yang jelas sejak awal 

memberikan nuansa yang lebih harmonis karena setiap  pihak 

melakukan aktivitasnya sesuai tugas dan tanggungjawabnya.  

Sementara itu, legitimasi formal dalam bentuk kesepakatan kerja 

sama sebagai bagian dari instrumen banyak mempengaruhi 

dinamika sebuah isu. Pihak yang paling dominan dalam aksi 

menjadi penentu baik atau buruknya hasil suatu collaborative 

governance. Kemudian pihak yang melibatkan banyak personilnya 

sangat mempengaruhi dampak yang dihasilkan. Isu partisipasi 

masyarakat menjadi salah satu poin yang sangat menarik untuk 

ditelaah dalam kajian collaborative governance apabila masyarakat 

dilibatkan secara aktif sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

kolaborasi publik-privat. 

Komitmen dan integritas kuat terhadap terlaksananya secara 

efektif terhadap pelaksanaan kebijakan. Pengendalian dilakukan 

melalui monitoring dan evaluasi. Suata kegagalan implementasi 



kebijakan karena sering melupakan unsur penting, yaitu 

kepemimpinan dan pengendalian, siapa yang akan bertanggung 

jawab atas keberhasilan kebijakan, dan siapa yang akan 

memberikan ganjaran dan hukuman, ketika terjadi kegagalan dalam 

pelaksanaan kebijakan. Tentu pimpinanlah semua beban tugas yang 

harus diambil dan bertanggungjawab.   

Ketiada komitmen kuat dari pemimpin, dan ketiadaan 

pengendalian adalah suatu keniscayaan untuk dapat melihat 

keberhasilan dalam implementasi kebijakan. 

Konsesus merupakan kesepakatan kata atau pemufakatan bersama 

(mengenai pendapat dan pendirian) yang dicapai melalui kebulatan 

suara. Konsensus dijunjung tinggi karena gambaran pokok 

kolaborasi adalah kesepakatan bersama. Aksi yang dilakukan 

berawal dari adanya satu tekad dan satu tujuan. Kepentingan setiap 

invidu atau organisasi terakumulasi menjadi kepentingan bersama. 

(Qortmerssen, 2014) menjelaskan bahwa orientesi konsensus sangat 

dibutuhkan dalam kolaborasi multipihak. Beberapa pakar 

menyebutkan bahwa bukan wujud kolaborasi kalau pengambilan 

keputusannya tidak dalam bentuk konsensus. Inilah item perbedaan 

utama dengan pendekatan lainnya yang juga menjelaskan hubungan 

antara multipihak. Hal yang dikonsensuskan menyangkut semua 

persoalan yang terkait dengan suatu kebijakan atau program. Baik 

yang telah ditetapkan sebelumnya maupun persoalan yang 

sementara dan akan dilakukan.    

Oleh (Ansell, C. dan Gash, A., 2007) dalam tulisannya 

yang berjudul ‘Collaborative Governance In Theory and Practice’, 

kriteria kolaborasi adalah konsensus. Persetujuan dilandasi pada 

kepentingan bersama. Konsensus menjadi penting karena 

governance menggambarkan interaksi minimal dua pihak. Semakin 

banyak pihak yang terlibat maka semakin dinamis konsensus yang 

terjadi. Tidak ada keputusan yang diambil oleh satu atau sebagian 

saja pihak saja. Pernyataan umumnya, menurut (Provan dan Kenis, 

2007), penyelesaian masalah berbasis konsensus lebih baik 

dilakukan untuk menghindari adanya konflik. Hubungan berbasis 

kolaborasi rentan terhadap konflik sehingga konsensus menjadi hal 



yang harus dikedepankan. Baik atau buruknya kolaborasi bisa 

dilihat dari sejauhmana kesepakatan bersama dilakukan. Kalau 

putusan yang diambil didominasi oleh kelompok tertentu tanpa 

musyawarah mufakat, itu menandakan adanya masalah dengan 

kolaborasi. Konsensus harus dilandasi dengan komitmen. Muatan 

komitmen terkait dengan pengawalan janji atau kesepakatan. Tanpa 

komitmen yang tinggi, sulit mewujudkan kesatuan janji. Disamping 

itu, hal yang menentukan sebuah konsensus tergantung pada 

simbiosis mutalisme (saling menguntungkan). Apabila ada pihak 

yang dirugikan, peluang tidak tercapainya konsensus sangat besar. 

Jadi, saling komitmen dan saling menguntungkan penting 

dikedepankan agar orientasi dapat tercapai dengan baik. Memang 

tidak mudah mencapai pemufakatan bersama karena banyak 

kepentingan dalam sebuah collaborative governance. Berbeda 

organisasi terkadang berbeda kepentingan. 

8.2.2 Implikasi Praktis 

Model Kolaboratif  (Wanna, 2008) adalah adanya tindakan 

bersama antara pemerintah dan warga. Yaitu; semua rumusan 

kebijakan harus dikomunikasikan dan melibatkan seluruh unsur dan 

warga yang akan menanggung konsekuensi dari sebuah kebijakan. 

Peran publik akan menjamin proses kebijakan tidak akan kering dan 

teknokratis. Kebijakan collaborative governance terikat dengan 

good governance (tata pemerintahan yang baik), unsur-unsur good-

governance antara lain: 

1) Akuntabel; yang bertanggung jawab atas langkah-langkah 

atau keputusan yang diambil dalam pengambilan kebijakan. 

2) Transparansi; kebijakan yang dirumuskan harus secara 

transparan (jelas). 

3) Responsif; pemerintah harus responsif (cepat tanggap) 

terhadap kebutuhan atau keluhan masyarakat atau 

warganya. 

4) Partisipatif; masyarakat juga harus partisipatif dalam 

proses pemerintahan sehingga akan menciptakan kebijakan 

deleberatif. 



Kebijakan publik di kabupaten Tanah Laut belum banyak 

berpihak kepada kepentingan publik. Anggaran publik lebih banyak 

dipengaruhi oleh kepentingan individu pejabat dan kepentingan 

sempit lainnya. Ini bertentangan dengan azas demokrasi 

bahwa “public policy must be based on public consent”. Dapat 

dilihat dengan banyaknya alokasi belanja daerah yang kurang 

efektif, serta munculnya dana penyesuaian. Hal itu bisa dilihat pada 

APBD kabupaten Tanah Laut tahun 2017 sama sekali tidak 

mengganggarkan untuk Pengembangan Pariwisata.  

Dibutuhkannya penyadaran umum tentang akuntabilitas, 

tentang adanya keadaan yang bertanggung jawab. Keterlibatan 

warga, kepedulian pada kepentinga umum, keberanian memprotes 

penyimpangan, dan konsistensi tindakan, sangat diperlukan dalam 

mencegah penyimpangan kebijakan. Karena warga adalah sebagai 

bagian dari proses kebijakan yaitu indentifikasi masalah yang 

mengemukakan tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan. 

Untuk tercapainya target tujuan Perda no 5 tahun 2014, dan 

Perda No. 5 Tahun 2015, maka perlu dirumuskan dan realisasikan 

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaannya dengan model perumusan 

kebijakan kolaboratif. Kepala Daerah dalam hal ini bupati harus 

memotivasi, memfasilitasi dengan penuh komitmen merumuskan 

kebijakan dengan berprinsip pada partisipasi warga masyarakat, 

semua pada posisi yang setara dan secara proporsional 

mempertimbangkan kompetensi aktor yang handal dan profesional. 

Agar lebih terjamin akuntabilitasnya maka sangat diperlukan media 

sosial berbasis IT transparan, dan akuntabel serta 

bertanggungjawab. Selanjutnya, perlu dibentuk lembaga pelaksana 

independen dibentuk, sebagaimana yang tercantum pada Perda No. 

5 Pasal 45 Th. 2015, dan dikendalikan oleh mereka sendiri. Dengan 

adanya lembaga ini, semua stakeholder bertanggungjawab untuk 

mewujudkan capaian sebagaimana tujuan pengembangan pariwisata 

yang mereka rumuskan sendiri. 

8.3. Proposisi 

Adapun proposisi yang dihasilkan pada penelitian ini adalah; 



 

Keberhasilan implementasi kebijakan 

pengembangan pariwisata tidak bisa hanya dilaksanakan 

melalui kinerja 4 (empat) variable, yaitu, komunikasi, 

struktur birokrasi, disposisi dan kelembagaan (model 

Edward), tanpa keterlibatan  pilar kepemimpinan dalam 

pelaksanaan kebijakan, serta pilar pengendalian yang 

baik. Pengembangan pariwisata  akan lebih ifektif apabila 

melalui innovasi model kolaboratif, yaitu; model Edward  

yang disandingkan melalui teori Collaborative Wanna, 

melalui keterlibatan partisipasi masyarakat yang tinggi, 

investor (swasta), serta pemerintah sendiri yang menjadi 

regulator kebijakan secara menyeluruh tanpa 

membedakan pengelolaan oleh pemerintah maupun non 

pemerintah, maka pelaksanaan kebijakan pengembangan 

pariwisata akan memperoleh kemajuan dan lebih optimal 

dan efektif, sesuai dengan tujuan dari pengembangan 

pariwisata adalah meningkatkan ekonomi masyarakat, 

memperoleh meningkatkan pendapatan pemerintah 

daerah, serta pembangunan berkelanjutan berbasis 

pelestarian alam kehidupan.  
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